
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 7, TAHUN 2019

TENTANG

TATA KEIOI,A BADAN I.AYANAN I,JMUM DAERAH PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan urusan n'ajib yang harug

dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya

pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan

pembangunan untuk meningkatJ<an derajat kesehatan;

b. bahwa untuk meningkattan derajat kesehatan

sebaggimarra dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan

otonomi kepada manajemen rumah sakit daerah

berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, dan

produktilitas dengan men5msun tata kelola rumah sakit

sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan

rumah sakit;

c. bahwa dalam rangka mutu pelayanan

Rumah Sa-kit Umum Daerah Muara Beliti, maka

dipandang perlu menyusun Pola Tata Kelola Rumah

Sakit Umum Daerah Muara Bcliti lhbupaten Musi

Rawas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Kelolia

Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bcliti Kabupaten

Musi Rawas.



Mengingat : 1.

4.

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (kmbaran Negara Repubtk

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (L€mba-ran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan LembaJan Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tcntang

Perbendaharaan Negara (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2oo4 tentang Pralftik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4431);

2.

3.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintah Daerah (L€mba-ran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2OO8 (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4A44l,;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 NoEror 144, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah

Sakit (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 114, Tambahan lrcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O72);
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10.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent€ng

Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba-ran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679l.;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang

Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 3O7, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5612);

11- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum

(t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), sebagainana telah diubah

dengan Peratural Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

Peratu.ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

12.

13.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Rawas (L€mba!an Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor lol;

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit

Umum Daerah Muara Beliti Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Ras,as .

MEMUTUSKAN:

Menetapkarr : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOI-A BADAN

I.AYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Ras,as.

2, Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adala} Bupati Musi Rawas.

4. Pelayartan Kesehatan adalah segala kegiatan

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang

dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

ada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

6. Rumah Sakit adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah

Muara Beuti Kabupaten Musi Rawas.

14.

15.

16.



8.

7.

l1-

t2.

Direkhrr/ Kepala UPT adalah Direktur/Kepala UPT

Rumah Sal<it Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten

Musi Rawas.

Tata Kelola Rumah Sakit/Peraturan Internal Rumah

Sakit (Eospita, Bglarusl ad.alah peraturan organisasi

rumah sakit (Corporate Bglaus), peratutai internal

stal medis (Medical Stalf fulawsl dan peratr.ran

intemal staf keperawatan lNursirLg stafJ Bglazlrs) yang

disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good corporate governancel

dan tata kelola klinis yang baik lgood clinical

governancQ-

10_

9. Tata Xelola Staf Medis (Medical StaJJ BVlaus) addah

peraturar yang mengatur tentang fungsi, tugas,

tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari

StaI Medis di rumah sakit.

Tata Kelola Staf Keperawatan (Nursing Staff fulontsl
adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi,

tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan

hak dari Staf keperawatan di rumah sakit.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas adalah

Rumah Sat<it yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badal l,ayanan Umum Daerah.

Pola Pengelolaan Keuangal Badan Layanan Umum

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah

pola pengelolaan keuangan yang memberikan

fleksibilitas berupa keleluasaal untuk menerapkan

praktek-praktek bisnis

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukal kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualial dari ketentuan pengelolaal keuangan

daerah pada umumnya.

yang sehat untuk

I
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13. Pejabat Pengelola BLUD Rumah sakit yang

selanjutnya disebut pejabat pengeloLa adalah pimpinan

BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja

op€rasional BLUD.

Pejabat Pengelola Keuangan adalah Kepala Sub Bagian

Tata Usaha-

Pelaksana Teknis adalah sta-f fungsional yang ditunjuk

sebagai koordinator pelayanan medis dan pelayanan

keperawatan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut

SPM adalah spesifrkasi tekris tentang tolok ukur

layanan minimal yarrg diberikan oleh Rumah Sakit

kepada masyarakat.

Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat

RBA adatah dokumen perencanaan bisnis dan

penganggar:an tahunan yang berisi program, kegiatan,

target kinerja dan .rnggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggnran.

PeLayalal Kesehatan adalah segala kegiatan

pelayanal kesehatan yang diberikan kepada seseorang

dalam rarrgka promotif, preventit kuratif dan

rehabilitatiL

Staf Medis Fungsional adalah dokter, dokter gigi,

dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang beke{a

purna waldu maupun paruh waktu yang mempunyai

penugasan klinis di unit pelayanan rumah sakit.

Kelompok Staf Medis ya.Ilg selanjutnya dishgkat KSM

adalah kumputan staf medik fungsional dengan

keahlian sama atau serupa.

L4.

15.

16.

t7-

14.

19.

20.

2t.
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22. Instalasi pelayanan adalah unit kerja yang

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yaitu

rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif,

kamar operasi, kamar bersalin, radiologi,

laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.

23. Satuan Pemeriksa Internal adalah perangkat rumah

sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan,

pengawasa$ dan pengendalian internal dalam rangka

membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja

pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial

sekitarnya (social responsibilitgl) dalam

menyelenggarakan bisnis yang sehat.

24. DewaJf Pengawas Badan Layanan Umuln Daerah yang

selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah

perangkat yang bertu.gas melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

25. Unit keda adalah tempat staf administrasi, staf medik,

profesi kesehatan dan profesi lainnya yang

menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi,

bangsal, unit dan lain-lain.

26. Komite Rumal Sakit adalah perangkat khusus yang

dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan

kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas

tertentu.

27 . Korrntf- Medik adalah perangkat rumah sakit untuk

menerapkan tata kelola klinis (ctinical gouemance) agar

staf medis di rumah sakit terjaga profesionalis melalui

mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesimedik,

darr pemeliharaal etika dan disiplin profesimedik-

28. Sub Komite adalah Kelompok kerja dari Komite Rumah

Sakit.

(.



29. Komite Keperawatan adalal Kelompok Tenaga

Keperawatan di Rumah Sakit yang mempunyai fungsi

utama mempertahankan dan meningkatkan

profesionalisme tenaga keperawatal melalui

mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan

pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.

30. Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara

profesional terhadap mutu pelayarrarl keperawatan

yarrg ditrerikan kepada pasien dengan menggunakan

rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi

perawat dan bidan.

31. Buku Putih adatah dokumen yang berisi syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh tenaga medis/keperawatal

yang digunakan untuk menentukan Kewenangan

Klinis.

32. Panitia Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural

yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan

keanggotaannya dipilih serta diangkat oleh Direktur.

33. Komite Pencegahan dan Pengendalial Infeksi adalah

wadah non-struktural yalg melakukan monitoring dan

evaluasi mutu pelayanan terhadap pencegahan dan

pengendalial infeksi di rumah sakit.

34. Panitia Farmasi dan Terapi adalah wadah non-

struktural yang melakukan monitoring dan evaluasi

mutu pelayanan pengguna,rn obat di rumah sal<it.

35. Kewenangan Klinis {Clinical Previtegel adalah hak

khusus seorang staf medis untuk melakukan

sekelompok pelayaian medis tertentu dalam

lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu

yang dilaksanakal berdasarkal penugasan klinis

lclinical Ap p ointment\.

L



37.

38.

39.

40.

4l-

42.

Penugasan klinis (dini@l o,ppoinfine7r.tl adalah

penugasan direkur rumah sakit kepada seorang staf

medis untuk melakukan pelayanan medis di rumah

sakit berdasarkan daftar ke{renangan klinis yang telah

ditetapkan baginya.

Kredensial adala.L proses evaluasi terhadap staf medis

untuk menentukan kelayakan pemberian kewenalgan

klinis (cliniccl ffuilege) .

Rekredensia-l adalah proses reevaluasi terhadap stal

medis yang teliah memiliki kewenalgan klinis (clinical

priuilegQ untuk menentukan kelayakan pemberian

kewenangan klinis kembali.

Audit medis adalah up4ya evaluasi secara professional

terhadap mutu polayanan medis yang diberikan

kepada pasien dengan menggunakan rekam medis

yang dilaksanakan oleh profesi medis.

Kompetensi adalah kemampuan profesional yang

meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan

dan nilai-nilai lblouledge, skill dan attitud.Q dalall
melaksanalaa tugas profesionalnya.

Mitra Bestari Qteer grutpl adalah sekelompok staf

medis/keperawatan dengan reputasi dan kompetensi

profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang

terkait dengan profesi medis /keperawatan.

Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh dokter, dokter spesialis dan dokter gigi

atau dokter gigi spesialis sesuai dengan kompetensi

dan kewenangannSra, yang dapat berupa pelayanan

promotif, preventit diagnostik, konsultatif, kuratif
atau rehabilitatif.

Tindakan Medis adalah suatu tindakan kedokteran

atau kedokteran grg- yang dilakukan terhadap pasien,

baik untuk tujuan preventif, diagnostik, terapeutik

43.

ataupun rehabilitatif.



44. Telaalr Keprofesian lOlinico,l Apprai.sall adalah telaah

yang ditinjau dari segi btotuledge (pengetahuan), skill

(keterampilan) dan kompetensi yang bersangkutan

dibidang keahlian profesinya.

Dokter Penanggungiawab Pasien (DPJP) adalah dokter

yajrg bertugas mengelola rangkaian tata keloLa medis

seorang pasien.

Peserta Peodidikan Dokter/Dokter Spesialis/Peserta

Pendidikan Dokter cigi Spesialis yang seladutnya

disebut (PPDS/PPDGS) adalah Dokter/Dokter Gigi

yang secara sah diterima sebagai Peserta Program

Pendidikan Dokter Spesialis, serta membarrtu

memberikan pel,ayanan kesehatan dalam rangka

pendidikar, mempunyai kualifikasi sesuai dengan

kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan

kewajibal sesuai dengan Peraturan Perundalg-

Undangan.

Dokter tetap (organrcJ adalah dokter yang diangkat dan

ditetapkan oleh Direldur unhrk Rumah Sakit sebagai

pegawai tetap yang bekerja untuk dan atas nama

Rumah Sakit serta bertanggulrg jawab kepada

Direlitur.

Dokter konsultan adalah dokter yang karena

keal iannya ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk
memberikan konsultasi (tidak bersifat mengikat)

kepada Staf Medis Rumah Salit yang memerlukan dan

oleh karenarqra tidak secara langsung menangani

pasien.

Dokter ta.Inu adalah dokter yarrg karena reputasinya

atau keahliannya di undang secara khusus oleh

Rumah Sakit untuk membantu atau menangani

kasus-kasus yarrg tidak dapat ditangani oleh staf

medis Rumah Sakit atau untuk mendemonstrasikan

suatu teknologi baru.

45.

46.

47.

44.

49.
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50.

5t.

Dokter kontrak adalah dokter yang bekerja di Rumah

Sakit berdasarkan Kontrak Kerja.

Dokter pengganti adalah dokter ahli sejenis yalg

menggantikan tugas dokter tetap Rumah Salit yang

berhalangan.

Dokter mitra/paruh wakttr adalah dokter yang bekerja

di Rumah Sakit dan berkedudukan sebagai mitra yaitu

sejajar dengan dokter Rumah Sakit, bertanggung

jawab secara mandiri dan bertanggung jawab secara

profesiona-l sesuai kesepakatan atau ketentuan yang

berlaku di Rumah Sakit.

Staf keperawatan adalah kelompok staf p€rawat dan

bidan fungsional di rumah sakit.

Panitia Ad IIoc adalah panitia yang dibentuk oleh

komite medik/komite keperawat€n untuk membantu

melaksanakan

keperawatan.

tugas komite medik/komite

56.

Tokoh masyarakat adalah mereka yang karena

preatasi dan prilakunya dapat dijadikan

contoh / tauladan bagi masyarakat.

Rapat kerja, yaitu rapat yang dilaksanakan 1 (satu)

kali dalam setahun untuk membahas rencana keda.

BAB II

PRINSIP TATA KEIOI,A RUMAH SAKIT

Pasal 2

(1) Tata Kelola merupakan peraturan internal Rumah

Sakit fEospiral Ay La''./.],s) ya,ig terdti dari Tata Kelola

Staf Medis (Medical Staf Bg Laus) dan Tata Kelola SlaI

Keperawatan (Nursing staf Bg Laus) terdiri dari:

a. stmLtur organisasi;

b. prosedur kerja;

53.

52.

54.

55.



c. pengelompokan fungsi yang logis;

d. pengelolaan sumber daya manusia;

e. pengelolaan sumber daya lain;

f. pengelolaan lingkungan Rumah Sakit:

g, pembinaan dan pengawasan; dan

h. evaluasi dan peni.taian kinerja.

(2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas;

d. independensi; dan

e. produktivitas.

Pasal 3

Strultur organisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huuf a, menggambarkan posisi

jabatan, pernbagian tugas, fungsi, tanggung jawab,

kewenangan darr hak dalam organisasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan

mekanieme kerja antar poeisi jabatan dan fi,mgsi

dalam organisasi.

Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c,

menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional

antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang

sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam

rargka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

(1)

(21

(3)
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(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebageimanq

dimaksud dalam Pasa.l 2 ayat lll huruf d, merupakan

pengaturan dan kebijakal yang jelas mengenai

sumber daya manusia yang berorientasi pada

pemenuhal secara kuantitatif dan kualitatif untuk
mendukung pencapaian tujuan organisasi secara

efrsien, efektif, dar produktif.

(5) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan pengaturan

dan kebijakan yang jclas mengenai aset bcrupa tanah

dan bangunan.

(6) Pengelolaan lingkungal rumah sakit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf f, merupakan

lrngaturan dan kebijakaa yalg jelas mengenai

pengelolaal lingkungan fisik, kimia, biologi yang

mendukung keseLamatan pasien.

(7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan pengaturan

dan kebijakan yang jelas mengenai peLaku, kriteria,

tugas dan fungsi serta mekanisme pembinaarr dan

pengawasan.

(8) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimaaa dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan pengaturan

dan kebijakan yang jelas mengenai evaluasi oleh

pemilik untuk mengukur pencapaian kinerja aspek

keuangan dan aspek non keuangan.

Pasal 4

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang

dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar

informasi secara langsung dapat diterima bagi yang

membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan

kepercayaal,

1
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(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) hr.truf b, merupakan kejelasan fungsi,

struldur, sistem yang dipercayaka:r pada Rumah Sakit

agar pengelolaalnya dapat dipertanggungjawabkan

kepada semua pihak yang diwujudkan dalam

perencanaan, evaluasi dan

laporan/pertanggundawaban dalam aystem

pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam

organisasi, malajemen sumber daya manusia,

pengelolaan aset, dan manajemen peLayanan.

Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

aye.t (21 huruf c, merupakan kesesuaian atau

kepatuhan didalam trrngelolaan organisasi terhadap

peraturan perundalg- undaagan,

Independensi sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan

orgartisasi s€cara profesional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undalgal,

Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (21 huruf e, merupakan kemempue'r

menggunakan semua potensi yang dipunyai secara

efektif dan efrsien guna mendapatkan hasil yalg
optimal.

BAB III

TATA KELOI.A KORPORASI

Bagian Kesatu

Identitas Rumah Sakit

Pasal 5

(U Nama Rumah Sakit a.lqlah Rarmah Sakit Urnurn Daerah

Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas-

(2) Jenis Rumal Sakit adalai Rumah Sakit Umum.

(3)

(4)

(s)
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(3) Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah

Kelas D.

(4) Alamat Rumah Sakit adalah di Jalan Pangeran

Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas, Muara Beliti, Sumatera Selatan.

Pasal 6

(1) Rumah Sa}it sebagai PPK-BLUD mempunyai tujuan :

a. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

perornngan secara paripurna dan

kesehatan khusus, pelayanan tambahan yang

didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, etika dan

profesionalisme, manfaat, keadilan, pemerataan,

perlindungan dan keselamatan pasien serta

mempunyai fungsi sosial yang aman, rasional, efisien

dan nyaman (onfortable) bag,i para pelanggannya; dan

b.menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan
penelitial serta pengembangan surnhr daya manusia

kesehatan yang terintegrasi dengan elcihtas
pelayanan.

(2) St-r'ategi RUEa}t Sakit adalah mengoptimalkan pntensi

Sumber Daya Manusia (SDM) yang didukung oleh stoke

holder untuk memenuhi standar Flayanan yang

ditentukan sehingga terwujud petayanan yang bermutu,

prima serta unggul guna mempertahankan dan

meningkatkan kepercayaan pelanggan (pasien) yang

senakin sadar dan maopu dalam memelihara

kesehatan.

(3) Program Indikatif Rumah Salit adalah:

a. Program peningkatkan mutu dan keselamatan pasien;

b. Program peningkatan sarana dan prasarana Rumatr

Sakit;

c. Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah

Sakit;



(1)

d, Program peningkatan kualitas dan kompetensi SDM

Rumah Sakit;

e. Program perringkatan cakupaa dan jenis pelayanan;

f. Program promosi kesehatan rumah sfit;
g. Program pengendalian penyakit dan infeksi rumah

sakit.

Bagia-n Kedua

Visi, Misi, Motto dan Nilai-NiLai Dasar

Pasal 7

Dalam rangka menjalankan pembangunan kesehatan,

Rumah Sakit harus memiliki Visi dan Misi. Visi Rumah

Sal<it Umum Daeral Muara Beliti yaitu "Rumah Sakit

dengan pelayanan sesuai standar menuju Musi Rawas

Sempurna Sehat". Adapun Misi Rumah Sakit Umum

Daerah Muara Beliti yaitu:

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya

Manusia;

b. Teryrnuhinya standar sarana dan prasarana rumah
salit;

c. Terlaksananya pengelolaan rumah sakit secara

profesional;

d. TeraMitasinya rumah sakit; dan

e. Te{adinya ke{asalna lintas sektor.

Visi dan Misi Rumah Sakit sebagaimana .limeksud pada

ayat (l) ditetapkan oleh Direktur dan disahkan oleh

Bupati yang dimuat di dalam Rcncarla Strategis Rumah

Salit.

Visi dan Misi Rumah Salit sebagaimana .limdksud pada

ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk dilakukan
perubahan (revieu) settap tahun g\rna disesuaikan

dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan
pencapaian visi.

(2)

(3)



(s)

(6)

(4) Perubahan (rcvbul y,si dan misi Rumah Sakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disusun/dilaksanakan oleh fim dan ditetapkan oteh

Direlrhrr.

Visi dan Misi Rumah Sakit menjadi Pedoman dalam

penjmsunan Rencana Strategh Rumah Sakit.

Rencana Strategis Rumah Sakit disusun oleh Tim

Penyusun dal ditetapkaa oleh Direktur.

(7) Rumah Sakit wajib mensosialisgsikan visi dan misi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (7) kepada sta-f internal, pengunjung rumah sakit

dan masyarakat luas.

Pasal 8

(f) Dafam memberikan pelayanan kesehatan kepada

maslrarakat, Rumah Sakit menerapkan motto "pelaganan

pim4 epat, ramah"

(2) Nilai-nilai dasar Rumah Sakit meliputi:

a. Pegawai Rumah Sakit menyadari batrwa bekerja

adalah ibadah;

b. Pegawai Rumah Sakit menjunjung tinggi etika, moral,

kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, kejqiuran,

integritas, keadilan dan tulus ikhlas;

c. Pegawai Runah Sakit memberikan pelayanal dengan

profesionalisme, kemandirian, inovatif dan saling

mendukung secara proporsiona.l;

d. Pegawai Rumah Sakit menyadari bahwa pelayanan

yang diberikan adalah hasil kerjasama tim dengan

mengutamakan kepentingaa pelanggan;

e. Pegawai Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan

tidak membedakan suku, egama, pangkat, jabatan

dar status serta kepa-rtaian politik tertentu dan selalu

menjaga nama baik isntistusi; dan

Pl-trr\?,ir; il i--- Iii..\SI



(l)

(21

(3)

f. Pegawai Rumah Sakit menghormati atasan,

mengayomi bawahan dan selaras aerasa dengan teman

sejawat.

Bagian l(etiga

Kedudukan, Tugas Pokok, dan ftrnpi Rumah Sakit

Pasal 9

Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah salit milik
Pemerintah Kabupaten yang unsur
pendukung Bupati melalui Dinas Kesehatan dibidang

pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit sebagairnaaa dimaksud pada ayat (1)

Unit Pelaya-nan Teknis Dinas Kesehatan,

dipimpin oleh seorang Kepala UPI yarg disebut Direktur,

berada di bawah dan bertsnggungjawab kepada Bupati

melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasioaal dan atau kegiatan

teknis penunjang Dinas Kesehatan di bidang pelayanan

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna

dengan mengutamal<arl upaya penj,rembuhan dan
pemr:Iihan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu

serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan

Peraturan Perundang-rmdangan yang berlaku.

Untuk menyelen tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit memiliki tungsi:

a, pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan

pemulihan kesehatan s€rta peningkatan kesehatan;

b. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis

dan non medis, pelayanan asuhal keperawatan, dan
pelayanan rujukan kesehatan;

c. penyelengaraan pendidikan dan pelatihan dalam

upaya meningkatkan profesiona-litas pelalsanaan

tugas;

I J iPiti ;:,lo'::-:',.1Si Ii----.-.----J
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d. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan,

kepegawaian, keuangan serta perencana program;

e. pelaksanaan tugas lain ya-ng diberikan oleh Kepala

Dlnas sesuai dengarr tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kedudukan dan Tanggr:ng Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Rumah Sakit
bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup,
perkenbangan dan kemajuan ruuah sakit sesuai

dengan yang diharapkan darr diinginkan oleh

masyalakat.

(2) DalaE melaksanakan tanggungiawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten

berwenang:

a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Rumah

Sakit/ Peratuan Internal Rumah Sakit flospital By
IatDs) dar:. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

beserta perubahalnya;

b. menyetujui dan mengesahkan penetapan visi dan misi
Rumah Sakit;

c. menyetujui dan mengesahkan penetapan Rencana

Strategis Bisnis dan Rencana Tahunan Rumah Sakit;

d. mendelegasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penetapan

dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran

Rumah Sakit yang telah disetujui Dewa,t Pengawaa;

e. mongangkat dal memberhentikan Pejabat Pengelola,

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Fengawas;

f. memberikan sanksi kepada pegawai yang mel,anggar

dan memberikan penghargaan atas prestasi yang

dicapai pegawai rumah sakit; dan



g. melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan

mengenai kinerja Rumah Sakit baik menyangkut

kinerja keuangan maupun kineda non keuangan.

(3) Pemerintah Kabupat€tr bertanAgung jawab Eenutup

defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena

kcsalahan dal,am pngelolaal dal setelah diaudit secara

independen.

(4) Femcrintah Kabupaten bertanggung jawab atas

terjadinya kerugian pihak lain (termasuk pasien) akibat
kelalaian darr atau kesalahan dalam pengelolaan rumah

salit.

Bagian Kelima

Pengorganisasiaa dan Struktur Organisasi RuEah Sakit

Paragraf 1

Susunan Organisasi Rumah Sakit

Pasal 11

Susunan Organisasi Rumah Sakit, terdiri dari :

a. Dewan Pengawas;

b. Direktur/ Kepala UPI;

c. Sub Bagian Tata Usaha;

d. Koordinator;

e. Satuan Pemeriksa Internal (SPD;

f. Komie-komite;

g. Staf Medis Fungsional (SMF) dan Staf Keperawatan

Fungsional (SKE;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Strukh-rr Organisasi Rumah Sakit ditetapkan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

bcrlaku.

Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit sebagaimana

tercantum dalam l^ampiran I Peraturan Bupati ini.

(l)
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(3)
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(1)

(21

Paragraf 2

PengeloLa BLUD

Pasal 12

Pejabat Pengelola BLUD Rurnah Sakit terdiri dari
Pimpinaa, Pejabat Keuangan darr Pejabat Telcris

disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada

Rumah sakit.

Pejabat Peagelola BLUD Rumah Sakit diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasa] 13

Dewan Pengawas Rumah Sakit dib€ntuk dengan

Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Jurr ah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3
(riga) orang yang terdiri dari f (satu) orang Ketua

meraagkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Bupati
mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk
me4iadi Ketua sampai masa jabatan l(etua yang

digantikan berakhir.

Pengangkatan ketua pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sepanjang memenuhi persyaratan/kriteria.

Dewaa Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 4

Tfrgas, Fungsi, dar Wewenang Dewa! Pengawas

Pasal 14

Dewa-n Pengawaa Rumah Sakit bertugas:

a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana

strategis bisnis;

(r)

(21
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(r)
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c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana bisnis

dan anggaran;

d. menyetujui dan mengawasi pelaksanaal program

mutu dan keselamatan pasien, kendali mutu dan

kendali biaya;

e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah

Sakit;

g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit,

etika profesi darr Peraturan Perundang-Undangan;

h. mengawasi pengelolaan keualgal Rumah Sakit PPK-

BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-

r:ndangan; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pemilik

Rumah Sakit.

(2) Fungsi Dewan Pengawas arlalah melakukan pembinaan

dan lrngawasan non tekrris terhadap perrgeloLaan

Rumal Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Fengelola

sesuai dengaIr ketentuart Peraturan Perundang-

Undangan,

(3) Dalam melaksalakaa tugasnya, De$,an Pengawas

berwenang:

a. menerima dan mernberikan penilaian terhadap Laporan

kinerja, mutu dan keselamatan pasien serta keuangan

Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;

b. menerima laporan hasil pemeriksaal yang dilakukan
oleh Satuan Pemeriksa Inter[al Rumah Sakit dengan

sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau

pel,alsanaan rekomendasi tindak laajut;
c. meminta penjeLasan dari Direksi dan/atau pejabat

manajemen l,ainnya mengenai penyelenggaraan

pelayanan di Rumah Sakit dengar sepengetahuan

Direktur Rumah Sakit sesuai denga! Peraturan

Internal Rumah Sokif fiospital bg larrsJ atau Dokumen

Pola Tata Kelola (corynrdte goEmance);



d. meminta penjeLasan dari komite atau unit non

Btrukural di Rumah Sakit terkait fELaksanaan ttrgas

dan firagsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan

Internal Runatt Salot (hospital bV lcus) atau Dokumen

Pol,a Tata Kelola /ooryorate gouemat@l

e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam

men) rsun Peraturan Internal Rumah Sakit fhosprol
bg laws) atau Dokumen PoLa Tata Kelola (@rynrate

gowrnane) vr:n:.Jr ditetapkan oleh pemilik; dan

f, memberikan rekomendasi perbaikan terhadap
pengelolaan Rumatr Sakit.

(4) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf i
rlilakl,kaq secara berkala paling sedikit 1 (satu) k^li

dalam 1 (satu) semester ata.u scwal<tu-waktu atas
permintaan pemilik Rumah Sakit apabila diperlukan.

Paragraf 5

KeanggotaEn Dewan Pengan'as

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur :

a. Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan

dengan kogiatan Rumah Sakit;

b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola

keuangaa daerah; dan

c, Tenaga ahli yang menguasai perumahsalitan yang

berasal dari asosiasi perumahsakitan, institusi
pendidikan atau tokoh masyarakat.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak
bersamaan dengan pengargkata! Pejabat

Fengclola,



(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas,

yaitu :

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah

yang berkait€n dengan kegiatan Rumah Sakit, serta

dapa.t menyediakan walalr yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak
pemah menjadi anggota Direksi atau Komisaria, atau

Dewan Pengawas yang dinyataka! bersalah sehingga

menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak
pernah mela-kukan tindak pidana yang merugikan

daerah;

c. mempunyai kompetonsi dalam bidang manajemen

keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan

publik; dan

d. sehat jasmani dan rohani untuk meLaksanakan

twasnya.

Paragraf 6

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 16

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan

seLama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu} kali masa jabatan berikutnya.

Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum

{,aktunya oleh Bupati.

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:

a. tidal< dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b- tidak melaksanaal ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;

atau

(1)
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d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan

tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan

dengan tugasnya mclaksanakan pengawasan atas

Rumah Sakit.

ParagraI T

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 17

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas

diangkat Sekretaris Dewan Pengawas dengan Keputusan

Bupati atas usulan Dir€ktur.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan

Pengawas.

Paragraf 8

Biaya Dewan Pengawas

Pasal l8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Desran Pengawas tennasuk honorarium Anggota dart

Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Rwnah Sakit

dan dimuat dalarn RBA.

Paragraf 9

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 19

(1) Rapat Dewan Pengawas adalah rapat yang

diselenggarakal oleh Dewan Pengawas untuk membahas

hal-hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai

tugas dan kewajibannya.

(2) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari rapat rutin, rapat

tahr.man dan rapat khusus.

lr



(3) Peserta rapat Dewan Pengawas seLain anggota Dewan

Pengariras, Sekretaris Dewan Pengawas dan Direksi,

dapat juga dihadiri oleh pihak lain yang ditentukan oleh

Dewan Fengawas apabila diperlukan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas harus
diupa.yakan melalui Eusyawarah dan Eufakat.

Dalam hal tidak tercapa-i mufakat, maka keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap rapat Dewaa Pengawas dibuat risalah rapat.

Ketentuan mengenai rapat Dewan Pengawas ditetapkan

oleh Ketua Dewarl Pengawas.

Pasal 20

(U Rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit

6 (enam) kali dalam 1 (satu) talun.

(2) Rapat rutin Dewan Pengawas merupakan rapat
koordinasi untuk mendiskusikan, mencari klarifrkasi

atau alternatif solusi berbagai masatah di Rumah Sakit.

Pasal 21

(1) Rapat tahunan Dewan Pengawas dilaksanakaa I (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat tahunan Dewan Pengawas bertujuan untuk
memberikan arah kebijakan tahr,man operasional Rumah

Sakit mencakup pengelolaan pelayanan medik, sumber

daya manusia, sanala dan prasarana serta pengelolaan

keuangan.

Pasal 22

(f) Rapat khusus Dewan Pengawas dilaksanakan di luar
jadwal rapat rutin maupun rapat tahunan, untuk
mengambil keputusan, menetapkan kebijakan terhadap

hal-hal yang dianggap khusus.

(41
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(2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus

dela"n hal terdapat:

a. permasalahan penting yang harus segera diputuskan;

atau

b. permintaan yang ditandatangari oleh paling sedikit 2
(dua) orang Anggota Dewan Pengawaa.

Direktur dapat meminta penyelenggaraan rapat khusus

Dewan Pengawas dengan persetqiuan Ketua Dewan

Pengawas atau persetqiuan yang ditandatangani oleh

paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Dewan pengawas.

Undangan rapat khusus hanrs mencartturDkan tujuan
pertemuan secara spesifik.

Paragraf f0
Pejabat Pengelola

Pasal 23

Susunan Pejabat Pengelola, terdiri atas :

a. Pemimpin, selanjutnya disebut Direttur;
b. Pejabat Keuangan selanjutnya disebut Kepala

Subbagian Keuangan; dan

c. Pejabat Tckrds, selanjutrya disebut Kepala Bidang

Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala

Bidang Perencarraan dan Rekam Medik dan Kepala

Bagian Tata Usaha.

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekrctaris

Daerah terhadap operasional dan keuangan Rumah

Sakit secara umr.m dan keseluruhan.

Se1uruh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Direkh:r
sesuai bidang tanggung jawab masing-masing.

(3)

(4)

(1)
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(l)

Pasal 24

(1) Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik
jumlah maupul jenisnya, setelah melalui analisis

organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

(2) Ferubahan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 1 I
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 25

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat

Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan

kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat

oleh pemilik.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas.

Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimarra

dimaksud pada ayat (f) merupakan kesesuaian antara

kebutuhan jabatan, kua.litas dan kualifikasi sesuai

kemampuan keuangan Rumah Sakit.

Pejabat PengeloLa diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati.

Pejabat pengelola dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil

danlatz.,u non PNS yang profesional sesuai dengan

kebutuhan.

Dalam hal Direli(tlrr berasal dari unsur Pegawai Negeri

Sipil (PNS) mal<a yang bersangkutan merupa-kan

Pengguna anggamn dart pengguna barang milik daerah.

Dalam hal Direktur berasal dari unsur non Pegawai

Negeri Sipil maka yang bersangkutan bukan men-rpakan

Pengguna anggaran dan pengguna barang milik daerah.

(21
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(8) Dalam hal Direktur berasal dari unsur non pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (7) maka yang

menjadi pengguna anggaran dan pengguna barang milik
daerah adalah Pejabat Keuangan yang berasal dari unsur
Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 12

Persyaratan menjadi Pejabat Pengelola

Pasal 26

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Dirckh.rr adalah:

1. tenaga medis yang memenuhi kriteria keahlian,

integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang
perumahsa}itan;

2. berkeLakuan baik dan merailiki dedikasi tmtuk
mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Salit;

3. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
4. tidat pernah menjadi pemimpin prerusahaan yarlg

dinyatakan pailit;

5. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau non Pegaqrai Negeri

Sipil; dan

6. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 27

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan

adalah;

l. berlatar belakang pendidiksq minimal Sarjana yang

memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan

da,r diutama-ka:r yang berpengalaman dilingkup
administrasi rumah sakit, keuangan dan/atau
akuntansi;

2 . berkelal<uan baik dan memiliki dedikasi unhrk
mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna

kemandirian keuangan;

3, mampu memimpin, mengarahkan melaksanakan

koordinasi di lingkup pelayanan umrm dan keualgan
Rumah Sakit;



2.

4. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
5- tidak pernah menjadi pengelola dan/atau

penanggungjawab keualga-n perusahaan yang

dinyatakan pailit ;

6. berstatus Pegawai Negcri Sipil; dan

7. memenuhi syarat adainistrasi kepegawaian.

Pasal 2a

Syarat untuk menjadi Koordinator Pelayanan adalah :

1. seorang tonaga medis yang memenuhi kriteria keahlia,

integritas, kepemimpinan dan diutamaka:: ya\g
berpengalaman di lingkup pelayanan medik;

berkelakuaa baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan Srelayanan yang profesional;

mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan

koordinasi di lingkup pelayanan medik;

mampu melaksanakan perbuatan hukum;
berstatus Fegawai Negeri Sipil; dan

memenuhi syarat administra si kepegawaian.

Paragraf 13

Tugas dan Kewenangan Direkhlr

Pasal 29

Direktur Rumah Sakit bertugas:

1, memimpin, mengurus Rumah Sakit sesuai dengan tugas

dan fungsi yang telah ditetapkan;

2. melaksanakan kebijakan dalam ralgka pengembangan

Rumah sakit;

3. mengkoordinir penlrusunan rencara strategis Rumah

Sakit;

berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam
pelaksanaan kegiatan anggaran yang ditetapkan dalam

APBD dan RBA-BLUD Rumah Sakit.

meogadakan dan memelihara serta

administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan;

menyiapka! laporan tahunan dan laporal berkala;

3.

4.

5.

6.

4.

5.

j'-6.
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8.

9.

10.

menyiapkan dan mempertanggungiawabkan kinerja
operasional aerta keuangan Rumah Sakit;

membagi habis tugas pelayanan kepada bawahannya

sesuai dengan peraturan Pen:ndang-Undangan yang

berlaku;

melaksanakan pengawasan dan evaluasi Grhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasa.l 3O

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menetapLa.rt peraturan, pedoman, p€tunjuk teknis dan
prosedur tetap rumah sakit;

2. memutuskan dan menetapkal peraturan-peraturan

Rumah Sakit guna melaksanakan ketentuan-ketentua-n

dalam peraturan internal dasar maupun peraturan

perunda-ng-undaagan;

3. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

4. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan

dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan

sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan
yang berlaku;

5. memberikan salksi yang bersifat mendidik sesuai

dengan peraturan yang berlaku;

6. menetapkart organisasi pelalsana dan organisasi

pendukung dengan uraian tugas masing-masing;

7. menandatangani perja4jian dengan pihak lain untuk
jenis perjanjian teknis operasional pelayarra.rl;

8. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran

dibawahnya;

llL--.-.
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9.

10.

meminta p,ertanggungiawaban pelaksanaan tugas dari
semua pejabat rumah sakit; dan

merrgangkat dan memberhentikal pegawai Rumah Sakit
Non Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimaaa

dimaksud pada Pasal 29 dat Pasal 30, Direktur
bertanggrmgiawab atas:

1. kebenaran kebijakan Rumah Salit;
2. kelancaran, efelrtifrtas dan efisiensi kegiatan Rumah

sakit;

4.

kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan

dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan

meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan.

Paragraf fa
Pemberhentian Direktur

pasal 32

Direktur diberhentikan karena :

1. meninggal dunia;

2. memasuki usia pensiun;

3. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. tidak meLaksanakan tugas dan kewajibannya dengan

baik;

melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan l,ain

yang telah digariska!;

mengundurkan diri karena alasan yang patut;
pmmosi dan/atau mutasi jabatan; dan

terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum,

3.

5.

6.

7.

8.
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Paragaf 15

Pejabat PengeloLa Keuangan

Pasal 33

Pejabat Pengelola Keuangan berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Paragraf 16

Pelaksana Teknis

Pasal 34

Pelakeana Teknis meliputi :

1. Bidang PeLayanan terdiri dari :

a. Koordinator Pelayanaa Medis;

b. Koordinator PeLaSranan Keperawatan.

2. Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari :

a. Koordinator Penunjang Medis;

b. Koordinator Penunjang Non Medis.

3. Ketatausahaan terdiri dari :

a. Koordinator Ferencana.an

b. KoordinatorKepegawaian

c. Bendahara

Bagian Kedelapan

Orgaoisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi dan Uait

Pasal 35

(1) Guna kegiatan pelayanan, pendidikan

dan peLatihan serta penelitian dan pengembangan

kesehatan dibentuk instalasi yang merupa.kan unit
lrl,ayanan non struktural.

(2) Pembentukan instalasi dan strul(ur organisasi instalasi

sebagaimana dimaksud pada ayat(l) ditetapkan dengan

Keputusan Direkhr.



(3)

(4)

(s)

(o

(71

(8)

Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Instalasi mempunyai tugas dan fungsi manajemen dalam
membantu DireLtur untuk penyelenggaraan pelayanan

fungsional sesuai dengan fungsinya.

Kepala Instalasi bertanggungiawab langsung kepada

Direktur.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan

Instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang/bagian atau
seksi/sub bagian terkait.

Kepala Instalasi dalam mel,aksanakan tugasnya dibantu
oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Khusus Instalasi Rawat Inap karena memiliki rentang

kendali tugas cukup luas dapat membentuk

unit,/ruangan/bangsal keperawatan yang dikepalai oteh

seorang Kepala RuaIrgarl / Kepala Balgsal.

Pasal 36

SYarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Instalasi adaLah:

1. seseorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan dan diutamakan berprndidikan sarjana

dan pengalaman di lingkup instalasi;

berkeLakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan pelayanan yang profesional;

mampu memimpin, mengarahkan dal meLakssnakan

koordinasi di lingkup instalasi;

mampu melaksanakan perbuatan hukum;
berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap; darr

memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasal 37

(1) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit-



(2) Pembentukan dan Perubahan junrlah dan jenis Instalasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Direktur dan dilaporkan secara tertulis
kepada Bupati.

Pasal 38

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban menj.usun
rencana program lima tahunal/rencana kerja tahunan/RBA
unit, melokse"reL"n, memonitor darl mengevaluasi, aerta

melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya kepada

Direktur.

Paragraf2

Staf Fungsional

Pasal 39

Staf fungsional terdbi dari wjumlah tenaga fi.rngsional

yang terbagi atas berbagai kelomlnk jabatan fungsional

sesuai bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja yang ada.

Kelompok jabatan frmgsional melakukan kegiatan

berdasarkan jabatan fungsional masing-masing seauai

dengan keahlian dsn kebutuhan berdasarkan perah.rran

perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan je4jang jabatan fungsional diatur sesuai

ketentuan perundang-urtdangan yalg berlalu.

Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan

Rumah Sakit sesuai dengan komlrtensinya.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)



Paragraf 3

Rapat Pengelola

Pasal 4O

(1) Rapat Pengelola. '.l,tah rapat yar4 disetrenggarakan oleh

Pengelola untuk membahas hal-hal yang berhubungan

dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

waluasi kegiatan pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan

tugas dan kewajiban pengelola.

(2) Rapat Pengelola terdili dari rapat rutin, rapat tahunan

dan rapat khusus.

(3) Peserta Rapat Pengelola adalah Pejabat Pengelola,

Pejabat dan/atau staf lrngelota keuangan, pejabat

dan/atau staf Pelaksana Telirris, dan apabila diperlukal
dapatjr.gs dihadiri oleh Dewan Pengawas.

(4) Pengambilan keputusan rapat pengelola harus

diupayakan mela.lui musyawarah dan mufakat,

(5) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan

diambil berdasarkan suara terbalyak.

(6) Setiap rapat pengelola dibuat risalah rapat.

(7) Pengaturan rapat pengelola ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 41

(1) Rapat rutin pengeloLa dilaksanakan paling sedikit I
(satu) bulan sekali-

(2) Rapat rutin pengelola membahas hal-hal yang

berhubungaa dengan kegiatan Rumah Sakit sesuai

dengaa tugas, kewenangan dan kewajiban masing-

masing Pengelola.

Pasal 42

(1) Rapat Tahunan Pengelola dilaksarlal<arr 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

;-:, ' '-
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(2) Rapat Tahunan PengeloLa bertujuan untuk menetapkan

kebijakan tahunan operasional Rumah Sakit mencakup
pengelolaan peLayanan medik, sumber daya manusia,

sarana darr prasararta serta pengeloLaan keuarrgan.

Pasal 43

(1) Rapat Khusus Pcngelola dilaksanakan di luar jadwal

rapat rutin maupun rapat tahunan, untuk mengambil

keputuean, menetapkan kebijakan terhadap hal-hal yang

dianggap khusus.

(2) Dalam Rapat Khusus Pengelola hanya membahas

masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi
tertentu yarrg memerlukan kebijakan khusus pengelola,

(3) Apabila diperlukan Pengelola dapat mengundang Dewan

Pengawas untuk hadir dalam rapat khusus pengelola.

(4) Undangan rapat khusus Pengelola harus mencantumkan

tujuan pertemuan secara spesifik.

BAB TV

PROSEDUR KERJA

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan satuan

orga-nisasi di lingkungal Rumah Sakit wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara

vertikal dan horisontal sesuai tugas rrasing-masing.

(2) Dalam hal koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

dilakukan dengan instansi diluar rumah sakit, wajib

wpengetahuaa dan/atau perseh-{iuan pqjabat pengelola.

i!,tl"t:l li:g0]iUN,1.S1



Pasal 45

(f) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi

bawahan masing-masing dan apabila te{adi
penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peratlrran perundang-

undangaa yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahan serta wajib me[yusun rencana kerja
tahunan.

(3) Setiap pimpinaa satuan organisasi wajib mengikuti dal
mematuhi petunjuk dan bertanggr:nglawab kepada

atasan serta menyampa.ikan laporan berkala pada

walrhrnya.

(a) Setiap l,aporan yang diterima oleh setiap pimpinan

organisasi dari bawahan, wqiib dianalisa untuk
dipergunakan sebagai bahan penlrusunan kebiiakan

lebih lanjut.

(5) Dafam menyampaikan laporan kepada atasar, tembusan

laporan disampaikan kepada pimpinan satuan kerja lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Semua kegiatan pelayanan dan pendukungnya diatur
dengan prosedur kerja baku berupa Standar Operasional

Prosedur menurut ketentuan A.Hitasi Rurrrah Ssl<it.

(7) Prinsip Prosedur Kerja adalah:

a. jelas kebljakannya;

b. mengutamakan kepentingan dan kes€l,amatan

pelanggan;

konsisten;

sesuai dengar falsafah, tujuannya;
jelas pelaksanaan5ra;

jelas tanggung jawabnya; dan

ada evaluasi mutu dan kinerjanya.

c.

d.

e.

f.

c.
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BAB V

ORGANISASI PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pasal 46

Guna membantu Dilektur dqlam bidang pengawasan internal
dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas lnternal.

Pasal 47

(1) Satuan Pengawas Internat adalah kelompok jabatan

fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan

dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya

Rurnah Sakit.

Pengawasan dan monitoring terhadap pengclolaan

sumber daya Runah Sakit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah untuk mengawasi apakah kcbijakan

Direktur telah dilaksanakan sebaik-baiknya oleh

pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untul< mencapai tujuan
organisasi,

Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur.

Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan

dengan keputusan Direknrr.

Satuan Pengawas Internal merupakan intemal auditor di
Rumah sakit.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Intemal
adalah:

a. melakukan kajian dan analisis terhadap kesesuaian

rencana kerja dan investasi Rumah Sakit;
b. melakukan analisis dan evaluasi efektilitas sistem

dan prosedur pada semua bagian, instalasi dan unit
kegiatan Rumah Sakit;

(3)

(4)

(s)

(6)



d.

melakukan analisis, evaluasi dan penilaian terhadap

efeLtifitas dan efrsiensi oprerasional/pengelolaan

keuangan, pelayanan, pemasaran, sumber daya

manusia dan pengembangan;

membantu Direktur dalam mengamalkan investasi

dan aset Rumah Sakiq

melalrukan pemantauan dan penilaian terhadap

lrngelolaan informasi dan komunikasi meliputi:

1. pengamanan inforrnasi dan dokumentasi penting

Rumah Sakit;

2. peLayalan informasi dan penalganan pengaduan,

saran dan masukan; dan

3. penyajian Laporan-laporal Rumah Sakit s€suai

ketentuan dan peraturan perundang-undangan,

melaksanakan tugas khusus dalam lingkup
pengendalian intemal yang ditugaskaa oleh Direlrhrr;

melaporkan hasil peLaksanaan tugas da.rr tanggung
jawab dengan memberikan rckomendasi kepada

Direktur.

e.

c.

(7) Dalam meleksanqk-n sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Satuan Pengawas Intemal berfungsi:

a. membantu direktur agar dapat secara efektif
mengamankan investasi dan aset Rumah Sakit;

b. melakulan penilairn desain dan implementasi

pengendalian internal; dan

c. melakukaa analisa dan evaluasi efektif proses sesuai

darr prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan

RumEh Sakit-

(8) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dal"rn

bentuk rekomendasi kepada Direktrr.

(9) Bahan pertiobangan berupa rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), adalah berdasarkaa penugasan

. dari direkh:r.
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Pasa.l 48

Kriteria yang dapat diusulkan medadi Satuan pengawas

Intemal (SPD antara lain:

1. memiliki dedikasi, komitmen, pemahamam yang

berkaitar dengan kegiatan Rumah Saki!
etika, integritas darr kapabilitas yang

memadai;

memiliki pendidikan, keahlial dan/atau penga.laman

teknis tent€ng kegiatan Rumah Sakit;

Bempunyai sikap independen dan ob5rektif terhadap

obyek yang akan diperiksa/diaudit; dan

sehat jasmani dan rohani untuk melaksaaalal
tugasnya.

2.

3.

4.

5.

Bagian Kedua

Komite Rumah Sakit

Pasal 49

(1) Komite Rumah Sakit merupa.kan lembaga khusus yang

dibentuk dengan Keputusan Direlitur untuk tujuan dan

tugas tertentu.

(2) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1)

paling sedikit tedid dari:

a. Komite Medik;

b. Komite Keperawatan;

c. Komite Mutu dan KeselaBatan Pasien; dan

d. Konite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

(3) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada

dibawah dan bertanggunglawab kepada Direl*ur.

(4) Setiap komite mempunyai tugas membantu Direktur
daLam menyusun standar lrclayanan, standar profesi,

memantau pelaksanaan standar pelayana-n dan profesi,

melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikal
saran trrrtimbangan dalam pengembangan pelayanan

profesi.
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(5) Dalam meLaksanakan

sub komite dan/atau
kerja tertentu yang

Dir:ekhrr-

tugas KoEite dapat membentuk

Panitia yarrg merupakan kelompok

ditetapkan dengan Keputusan

i P'1" ' "'
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(6) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan badan non strulftral yang berada dibawah

serta bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagial Kesatu

Pegawai Rumah Sakit

Pasal 50 '
(1) Penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit

dilaksanakan oleh tenaga Rumah Sakit yang meliputi
tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian,

tenaga kesehatan lainnya, tenaga manqiemen dan tenaga

non kcsehatan.

(2) Tenaga Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdid atas pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan FEgawai berstatus Non Pegawai Negeri Sipil
(Non-PNS).

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai

Pasal 51

(1) Pengangkatan pegawai berstatus PNS dilakukan dan

dilaksanalan oleh Badal Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPS}DM)

KabupaGn Musi Rawas sesuai ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku-

(2) Pengangkatan pegawai berstatus Non PNS dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas

berdasarkan pada prinsip ehsiensi, ekonomis dan

dalam ranska penilrgkatan pelayanan,

PAFAT IiOO?DI:IA:l



(3) Mekanisme pengangkatan pegas'ai berstatus Non pNS

seb"geirnerta dimaksud pada ayat (2) tebih lanjut
ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Dinas Kesehatan.

Bagial Ketiga

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 52

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, Rumah
Sakit memberikan penghargaal bagi pegawai yang

mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak
memenuhi atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.

Pasal 53

(t) pengharyaan yang diberikan kepada pegawai berstatus
PNS dapat berupa:

a. kenaikan Parrgkat dengan sistem regular dan

kenaikan pangkat pilihan;

b. kenaikan gaji berkala;

c. remunerasi;

d. usulaa mendapatJ<an penghargaan dari pemerintah;

dan

e. bagi PNS dokter spesialis memasuki masa pensiunan

bisa ditelima sebagai tenaga kontrak.

(2) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berstatus

Non PNS dapat berupa:

a. kenaikan upah sccara berkala;

b. remunerasi; dan

c, perpanjangan kontrak-

(3) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berstatus
Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas

diberikan sesuai dengan ketersediaan anggarart pada

Dinas Kesehatan.
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(4) Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang

dib€rikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak
menduduki jabatan struktursl atau jabatan fungsional

tertentu, termasuk Pegawai Negeri sipil yang:

a. melaksanakan tugas belajff dan sebclumnya tidak

menduduki jabatan Btrukfi.ual atau jabatsn

fungsional tertentu.

b, dipekerjakan atau diperbantukan eccara penuh

diluar instansi indut dan tidak menduduki jabatan

pimpinan yang telah ditetapkan persamaan

eselonnya atau jabatan fungional tertentu.

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah pengharyaan yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan strul$ural atau jabatan fungsional tertcntu.

Pasal 54

Sanksi sebagaimana dimaksud drl-'a Pasal 52 diberikan

sesuai ketentuan yang berlaku pada peraturan disiplin PNS

dan bagi pegaw,ai Non PNS diberikan sesuai ketentuan yang

b€rlaku dalam kontrak-

Bagian Keempat

Rotasi dan Mutaei Pegawai

Pasal 55

Rotaei PNS adalah pemindahan pegawai yang

dilaksanakan dengan tujtran untuk peningkatan kinerja
pegawai dengan adanya suasana kerja pa& lingkungan

tugas baru, serta pengembangan karir pegawai yang

dilaksanakan dengan melsnisme Baperjakat.

Rotasi Non PNS adalah pemindahm pegawai yang

'dilaksanalan dengan tujuan untuk peningkatan kincda
pegawai dengan adanya suasana kerja dan lingkungan

tugas baru, serta pcngembangan karir pegawai yang

dilaksanakan atas pertimbangan Direktur

(5)

(U
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(s) Rotasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. penempatan seseora-ng pada pekerjaan sesuai dengan

basis pendidikan dan keterampilannya;

b. masa kerja pada suatu unit kerja terteatu;

c. pengalaman seseorang pada bidang tugas tertentu
dimasa lalu;

d. penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu
untuk menunjaag karir pegawai yang bersangkutan;

e. kebutuhan Rumah Sakit; dan

f. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Kelima

Disiplin Pegawai

Pasal 56

Disiplin pegawai ditunjukkan melalui nilai-nilai ketaatan,

kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan

dalam:

a. Daftar hadir dengan manual dan atau finger print
datang dan pulang;

b. ReLem jejak (track reard); dan

c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

hukuman sesuai tingkat dan jenis pelanggaran, meliputi:

a. Pegawai berstatus PNS:

1. hukuman disiplin ringan, berupa:

a) teguran lisaru

b) teguran tertulis; atau

c) pernyataan tidak puas secara terhlis.
2. hukuman disiplin sedang, berupa:

a) penundaan kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 (satu) tahun;

(1)
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b) penurunan gaji sebesar satu kali kenqikqn
gaji berkala untuk paling lsrna I (satu) tahun;
atau

c) penundaan keuaikan pangkat untuk pating

lama 1 (satu) tahun.

3. hukuoan disiplin berat berupa:

a) penurunaa pangkat setingkat lebih rendah

untuk paling lama I (satu) tahun;

b) pembebasan dari jabatan;

c) pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri; atau

d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

PNS.

b. Pegawai berstatus Non PNS:

1. hukuman disiplin ringan, berupa:

a) teguran lisan; atau

b) teguran tertulis.

2. hukuman disiplin sedang berupa pemotongan

upah sebesar 50 persen dari besaran upah setiap

bulan untuk paling lama 1 (satu) tahun-

3- hukuman disiplin berat berupa pemutusan

hubungan kerja.

Ikiteria Pelanggann disiplin pegawai kategori ringan,

sedang dan berat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

Bagian Keenam

Pemberhentian Pegawai

Pasal 57

Peaberhentian PNS mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai yang berstatus Non PNS diberhentikaa apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;
c. mencapai batas usia pensiun;

(3)

(r)
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(3)

d. melanggar perjanjian kerja;

e. masa perjanjian kda habis;

f. melalukan tindak pidana yang telal berkekuatan

hukum tetap;

g. tidak masuk kerja seLama 15 (lima belas) hari kerja

secara akumul,atif selama I tahun tanpa keterangart
yang dapat dipertanggungiawabkan;

h. berhalangal tetap karena sakitnya sehingga tidak
dapat melaksanakan tugas atas rekomendasi Tim

Kesehatan Rumah Sakit; dan/atau
i. rasionalisasi kebutuhanorganisasi.

Pemberhentian kalena mencapai batas r:.sia pensiun

selqgei'nana dimaksud ayat (2) huruf c dilaksa-nakan

apabila pcgawai rumah sakit telah memasuki masa batas

usia penBiun sebagai berikut:

a- Batas usia pensiun tenaga medis 6O tahun; dan

b. Batas usia pensiun tenaga perawat, tenaga kesehatan

non medis lainnya dan tenaga non medis 56 tahun.

Pegawai yang berstatus Non PNS dengan keahlian

tertentu setelah mencapai batas usia pensiun dapat

diperpanjang bila dibutuhkan.

BAB VII

PENGEI.OIAAN SUMBER DAYA I,AIN

Pasal 58

Rumah Sakit bertanggungiawab terhadap pengelolaan

sumber daya lain antara lain: aset berupa tanah darr

bargunan serta peralatan.

Ta-na]l dan bangunal Rumah Sakit disertifikasi atas

nama Pemerintah Kabupaten.

(3) Tanah dan bangunan Rumah Sakit yang tidak
digunakan untuk pelayanan dan fungsi Ru:nah Sakit

dapat dialihgunakan oleh Direktur.

(4)

(1)
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(4)

(s)

Aset tetaf Rurlah Sakit tidak boleh dialihkan dan atau
dihapuskan kecuali atas persetujuan pqjabat berwenang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset tetqF sebagaimana dimaksud pa.t, ayat (3),

Eerupakan aset bersujud yang mempunyai masa

Eanfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunal<an dalam
pelayanan kepada masyarakat.

Direkur beserta pejabat di bawahnl,a secara berjenjang

harus memelihata seluruh aset Rumah Sakit dengan

tertib, efektif dan efisien sehingga mempunyai masa

manfaat yang sebanyak-banyatmya ternaauk
teknologin}'a dan akurasi dari sarana praaarana rumah
Sakit.

BAB VIII

PENGEI,OI-AAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

Pasal 59

(1) Dircknr menunjuk pejabat yang bertanggungiawab

terhadap prengelolaan lingkungan Rumah Sakit yang

meliputi:

a. kebersihan lingkungan Runah Salit meliputi area

kantor dan area lrLa5ranan termasuk toilet/kanar
mandi;

b. pengelolaan sampah medik dan domestik;

c. pengeloLaan limbah cair;

d. pengamatan kepatuhan kawasan tanpa rokok;

e. memperluas area tarnan dan tanaman penghijauan

r:ntuk mengurangi pemanasan global.

(2) Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit scbagaimana

dimaksud pada ayat (f) dilakukan selartra 24 (dua puluh
empat) jam sehari.

(6)



(3) Direlrtur menlmsrm kebllakan pengelolaan lingkungan
Iisik, kimia, biologi yang memperhatikan keseLamatan

pasien dan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

BAB Ix
REMUNERASI

Pasal 6O

Remr.rnerasi Rumah Sakit dapat berupa gaji, tunjangan
tetap, honorarium, insentif/jasa Layanan yang diberikan

kcpada Direlrhrr, Kasubbag Tata Usaha, dan pegawai

Rumah Sakit-

Direktur, Kasubbag Tata Usaha, dan Pegawai Rumah
Sakit dapat diberikan remuneraai tertentu sesuai dengan

tingkat tangung jawab dan tuntutan profesionalismc

yang diperlukan.

Pasal 61

Prinsip dasar pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60, meliputi:

1. keadilan;

2. profesionalisme;dan

3. beban keda.

Pasal 62

(1) Pembayamn gaji dan tunjangan kepa.da PNS dan
honorarium kepada Non PNS dialokasikan melalui DPA

Dinas Kesehatan.

(2) Alokasi anggzrran insentif/jasa layaaal untuk Pejabat

Pengelola pafing banyak 1O7o (sepuluh persen) dari
pendapatan jasa pel,al arran.

(1)
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(3) Alokasi anggaran insentif, bonus dan honorarium bagi
Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis,

Dewa-n Pengawas dan Sekretaris Dewan pengawas paling

banyak 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan jasa

pelayanan.

(4) Seluruh biaya Srang dikeluarkan ur.rtuk remuierasi
dianggarkan dalam RBA BLUD paling banyak 4O%

(empat puluh persen) dari realisasi pendapatan rumah
sakit-

Pasal 63

Perhitungan besaran remunerasi bagi pegawai Rumah Sakit
didasarkan pada indikator penilaian yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 64

(1) Remunerasi Dewal Pengawas diberikan dalam bentuk
honorarium.

(2) Honorarium Dewan Pengawas, ditetapkan sebesar:

a. 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur
(Pimpinan BLUD) untuL Ketua;

b. 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur
(Pimpinan BLUD) untuk'nasing-masing Anggotai

c. 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur (Pimpinaa

BLUD) untuk Sekrctaris Des,an Penga!,as.

(3) Penetapan remunerasi Direkhrr, mempertimbangkan

faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size/ dan jumfah aset yang dikelola, tingkat
pelayanan serta produktivitas;

b. pertimbangan dan persamaannya dengan industri
pel,ayalan sejenis;

c. kemampuan pendapatan Rumah Sakit; dart



(s)

d. kinerja operasional Rumah Sakit yang ditetapkan
oleh Bupati dengan memprrtimbangkan antara lain
indikator keualgan, pelayanan, mutu dan manfaat
bagi masyarakat.

(4) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (f), dapat dihitung
berdasarkan indikator penilaian :

a. pengalaman dan masa kerja (ba.sic index);

b. keterampiLan, ilmu pengetahuan dan perilaku

(@nwtencg index);

c. resiko kerja {nslc index.f,.

d. pela5ranan yang diberikan (emergencg index);

e. jabatan yang disandang (position index); dat
f. hasil/ capaian kerja (perfomwre fudex).

Bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus pNS,

gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan

perundalg-undangan tetang gaji dan tunjarlgan PNS

serta dapat diberikan tambahan penglrasilaq sesuai

peraturan perundang-undangan.

BAB X

STANDAR PELAYANAN

Pasal 65

Untuk menjamin keGrsediaan, keterjangkauan dan
kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rurnah Sakit,
Direktur mengusulkan Standar Pelayanan Rumah Sskit
yang diterqFkan dengan Peratulan Bupati.

Stander Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
harus mempertimbangkan kualitas lalranan, pemerataan,

dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk
mendapatkan layalan.

(1)

l2t

z,E!.rt!;,1,1 fr'/!



Pasal 66

Standar Pelayanan harus memenuhi p€rEraratan:

a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (serui@ deliueryl meliputi:
1. persyaratan;

2. sistem, mekanisme dan prosedur;

3. jangka waktu pelayanan;

4. bi.ayaltarifi

5. produk peLayanan; dan

6. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
b. Kompnnen standar pelayanan yang terkait dengan proses

pengelolaal pelayanan di internal orgalisasi
(ntanltfaEtur@ m,eljp]util

1. dasar hukum;

2, sarana darr prasarana, dan/atau fasilitas;

3. kompetensipelaksana;

4. pengawasan internal;

5. jumlah pelaksana;

6. jaminan pelayalan;

7. jaminaa keamanan dan keselamatan pelayanan; dan

8. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 67

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

65 ayat (1), fokus mengutamalan kegiatan pelayanan

yang mcnr:njang terwujudnya tugas dan fungsi Rumatl
sakit-

Standar pelayanan sebagafunana dimaksud dalam Pasal

65 ayat (1), terukur lrcncapaiannya, dapat dioilai sesuai

dcngan stafldar l ang telai ditetapkal.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

65 ayat (1) dan ayat (2), dapat dicapai karena merupakan
kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya,

rasional, sesuai kemampuan da,l tingkat

(1)
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(4)

(s)

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal

65 ayat (1) dan ayat (2), relevan dan dapat diandalkan
karena merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan
dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi
Rumah Sakit.

Standar pelayanan sebagaimana dimalsud dalam pasal

65 ayat (1) dan ayat (2), tepat waktu karena merupakan
kesesuaian jadwal dan kegiatan pelalranan yalg tetah
ditetapkan-

BAB)<I

PENGEIOIIAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan Keualgan

Pasal 68

(l) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkaa pada

prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan
indelrcndensi.

(2) Datam rangta penerapan prinsip sebegeimaqa dimaksud
pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan

diterapkan Sistem Standar Akuntansi berbasis Standar
Akuntasi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntasi
Pemerintahan (SAP).

Bagian Kedua

Fleksibilitas

Pasal 69

(1) Dalam pengelolaan keuanga-n sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (21 Rumah Sakit sebagai PPK-BLUD

memperoleh fl eksibilitas berupa:

a. pengeloLaan pendapatal dan biaya;

b. pengelolaan kas;

c. pengelolaan utang;

d. pengelolaaa piutang;



e. pengelolaart investasi;

f. pengelolaan barang dan /atau jasa;

g. pengadaan barang;

h. penyrsunan akuntansi, pelaporan dan
pertanggungiawaban;

pengelolaan surplus dan defisit;
pengelolaan dana secara langsung; dan
perumusan staadar, kebijalal, sistem, dan prosedur
pengelolaan keuangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lleksibilitas
sebagaimara dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tarif Pelayanan

Pasal 70

(1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masryarakat

s€bagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang

diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

sebagaimana dirnal<srld pada ayat (1), ditetapkan dalam

bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya

satuan per unit layanan atau hasil per investasi darla.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk

imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan uatuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

(4) Tarif l,ayanan sebagaimana dima}sud pada ayat (3),

berupa besaran tarif dan/atau tarif scsuai jenis layanan

Runalt Sakit-

l.

j.
k.



Pasal 71

(f) Tarif lalranan rawat jalan, gawat daruat, rawat inap,
beserta pelayanan penunjangnya diusulkan oleh

Direkn-rr kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tarif laya:ra.rr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

(3) Penetafan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas
dan pengembangan layanan, daya beli masyarala! serta
kompetisi yang sehat.

(4) Bupati dalam menetapkan besararr tarif sebagaimana

dimalsud pada ayat (2), dapat membentuk tim.

(5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat
berasal dari:

a. Pembina teknis;

b. Pembina keuangan;

c. unsur perguruan tinggi; dan

d. orgarrisasi profesi.

Pasel72

(1) Peraturan Bupati tentang tarif layanan Rumah Sakit
dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan
perkembangan keadaan.

(2) Perubahan taril sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dapat dilakukan secara keseh:n:han maupun pcr unit
layanan.

(3) Perubalan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70.

i'.nrJ I:
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(1)

(2t

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 73

Rumah Sakit menJmsun Rencana Strategis Bisnis
Rumah Sakit setiap 5 (Iima) tahun sekali.

Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) mencakup pernyataan visi, misi,
program etrategis, pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunal dan proyeksi

keuangan lima tahunan Rumah Sakit.

Sebelum ditetapkan, Rancangalr Rencana Strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk
memastikan kesesuaian dengan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan-

Pasal 74

(1) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73 ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Kerja

Anggarar (RKA) dan RBA Rumah Sakit yarg merupakart

bagian dari RKA Dinas Kesehataj}.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat [1] disusun

berdasar prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan

akuntansi biaya menuiut jenis layanan, kebutuhan

pendanaan dan kemampuan pendapatan yang

diperkirakan al<a,l diterima dari masyarakat, badan lain,

APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD

lainnya.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (21, memuat :

a. kinerja tahun berjalan;

b. asunsi makro dan mi&ro;

c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraa.n harga;

(3)



(4)

(s)

f. anggaran pendapatan dan biaya;
g, besaran persentase amba-ng batas;

h. prognose laporan keuangan;

i. perkiraan maju (forward estimate);
j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA- dinas Kesehatan/ApBD-

RBA sebagaimala dimalsud pada ayat (3), disertai
dengaa usulan program, kegiatan, standar p€layanan

minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Kinerja tahr:n berjalan sebagaimaaa dimalsud pada ayat
(3) huruf a, meliputi :

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang memprengaruhi kinerja;

c. perbandinga, RBA tahul berjalan dengan realisasi;

d. Latrnran keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan

dengan pencapaian kinerja tahr:n berjalan.

Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, meliputi :

a. tingfut inflasi;

b. pertumbuhan ekonomi:

c. nilai kurs;

d. tarif; da:r

e. volume pelayanan.

Target kinerja sebagaimana dirnpksqd pada ayat (3)

huruf c, antara Lain :

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
b- perkiraan keuangan pa.da tahun yalg direncanakan.

Analisis dan pcrkiraan biaya satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan prerkiraan

biaya per unit penyedia balang dan/ atau jasa pelayanan

yang diberikan, setelah memperhitungkan s€luruh
kornponen bia5ra dan volume barang dan/atau jasa yang

(6)
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(9) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang
dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya
persatuan dan tingkat margin yarrg ditentukan seperti
tercermin dari tarif Layanan.

(1O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat (3)

huruf f, merupakan rencana anggarern untuk seluruh
kegiatan tahr:nan yang dinyatakan dalam satuart uang
yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(11) Besaran pers€ntase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan bersaran
persentase perubahan angglrran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatar operasional BLUD.

(12) Prognosa laporan keuargan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf h, merupakan prerkiraan realisasi

keuangan tahun be4'alan seperti tercermin pada laporan
operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(13) Perkiraan maju lforutard es,timo;tq sebagaimana

.limaksud pada ayat (3) huruf i, merupakan perhitungan

kebututran dana untuk talrun anggaran berikutnya dari
tahun yang direncanakan guna memastikan

kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusrman anggaran

tahun berikutnya.

(14) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf j, merupakan rencana
pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(15) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana

dima-ksud pada ayat (13) huruf k, merupakan ringkasan
pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan

dengan format RKA-Dinas Kesehatan/ APBD.



(16) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan
dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan-

(f7) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (t7},
dipersamakan sebagai RKA-Rumah sakit.

(18) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (t7l,
disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk
dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

(19) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (17), disampaikan kepada pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(2O) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) atau RKA-

Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana dtnalsud
dalam ayat (f9), oleh PPKD disampaiksn kepada Tim

dan Pendapatan Daerah fIApD) untuk
dilalukan penelaahan.

(2U RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TApD

sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2O), disampaikan
kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daeralt tentang APBD.

(22) Setelah Rancargan Poraturan Daerah tentang AptsD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2f) dirctapkan
menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan
penyesuaian terhadap RBA untuk ditet"fkan menjadi
RBA definitif.

(23) RBA definitif sebagaimana dirnakspd dalen ayat (221,

dipakai sebagai dasar pen5msunan DPA-BLUD untuk
diajukan kepada PPKD.

Pasal 75

(f) DPA-BLUD sebagaimala dimaksud pada Pasal 74 ayat
(23), mencalup antara Lain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas;

[rr,ii]r.r I rii



(21

(3)

(41

(s)

(6)

c. junlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan
dihasilkan.

PPrD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

Perundang-Undangan.

Dalam hal DPA-BLUD sebagairnala dimaksud dalam
ayat (2|,, belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat
melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar

angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

DPA-BLUD yang telah disahkaa oleh PPKD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), meniadi dasar penarikan darra
yarlg bersumber dari APBD.

Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (S),

digunakaa untuk belanja pegawai, belanja modal, barang

danl at:r) jasa, dilalrukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundaag- unda-ngan.

Penarikan dana l.mtuk belanja berang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih
(mis,r/.sf.tl jumlah kas yang tersedia ditambah dengan
aliran kas masuk yalg diharapkan dengan jumlah
pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan

anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

n

Bagian Keempat

Pesdapatan dan Biaya

Paragra{ 1

Pendapatan

Pasal 76

Pendapatan RuEah Sakit dapat bersumber dari:
l. jasa layanan;

2. hibah;

3. hasil kerjasaroa dengan pihak lain;

i P.1&\E :;tc-*-ir L =li------'-r-l-



(1)

(21

(3)

5. Anggaran Pendapatan dart Belanja Negara (APBN); dan
6. lain-lain pendapatan BLUD Rumah Salit yang sah.

Pasal TT

Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa
layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan
yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b berupa
hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 huruf c berupa perolehan dari
kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha
lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 76 huruf d
merupakan p€ndapatan ya.rrg berasal dari otorisasi kredit
arygaran Peme rintah Daerah dan bukan dari
pendapatan pembiayaan APBD.

Pendapatar Rumah Salit yang bersumber dari APBN

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e berupa
pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam ranqka
pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan

dan lain-lain.

Lain-lain pendapatan Rumah Salit yang sah

dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, antara
lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatar kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;

(41

(5)

(6)



(1)

komisi, potonga! ataupun bentuk Lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau prengadaan barang
dan/atau jasa oleh Rumah Sakit; dan
hasil investasi.

Pasal 78

Selunrh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76, kecuali yang berasal dari
hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran Rumah Sakit berdasarkan RBA.

Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
diperlakukan sesuai peruntukannya.

Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana
dirnpksud .lalam Pasal 76 hun:f a, sampai dengan hurul
f dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan
dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli
daerah pada jenis Lain-Lain pendapatan asli daerah yang

sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.

Seluruh pendapatan sebagaimana dimal<sud pada ayat
(3) dilaporkan kepada Pejabat pengelola Keuangan

Daerah setiap triwulan.

Format Laporan pcndapatan sebagaimana di'naksud
pada aj.at (4), sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-r:ndangan yalg berlalu.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 79

(1) Biaya Rumah Sakit merupakan biaya operasional dan
biaya non operasional dan biaya investasi.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (t), -

mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah
Sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(21

(3)
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(3)

(4)

(s)

(6)

Bia3ra non operasional sebagaimana dimakeud pada ayat
(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah
Sakit dalam rangka menunjang pelakeanasn twas dan
fungsinya.

Biaya investaoi sebaSaimana dimaksud pada ayat (t),
mencakup ecluruh biaya yang menjadi beban Rumah

Sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan
firngsinya terkait dengan pcratatan modat.

Biaya Rumah Sakit sebsgsi'r'anq dimqLsud pada ayat
(1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

PclaYanan, dan pendukung
pelayanan termasuk kegiatan pendidikan dan penelitian.

Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), diafokaslkan sesuai dengan

kclompok, jcnis, program dan kegiatan.

Pasal 80

(1) Biaya operasional eebagaimana dimaksud dotem pasal

79 ayat (21, terdiri dsri:

a. biaye petrayanan; dan

b. biaya umum dan adminietrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (f)
huruf a, mencakup seluruh biaya operasionat Jrang

berhubungan langsung dengan kegiaten pelayanan.

(3) Biaya pelaysnan Eebaaaimana dirnaksud pada ayat (2),

terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biayajasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan;

e. biaya barang dan jasa;

f. biaya pelayanan lain-lain.
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